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Komentar IFES Mengenai Executive Summary
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum[footnoteRef:1]  [1: ] 

27-07-2017
Latar Belakang
Pada tanggal 21 Juli 2017, setelah proses perdebatan yang panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui berlakunya Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) untuk mengatur penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden serentak pertama tahun 2019. 
UU Pemilu ini dibutuhkan untuk memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2014 yang menetapkan bahwa pemilu legislatif dan presiden harus diselenggarakan secara serentak mulai tahun 2019. Ini amerupakan perubahan yang signifikan dari penyelenggaraan Pemilu-Pemilu yang lalu, dimana Pemilu presiden diselenggarakan beberapa bulan setelah Pemilu legislatif. Perubahan ini juga akan memberikan banyak tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena sistem penyelenggaraan pemilu hari ini akan memerlukan penyesuaian dan perencanaan yang baru dalam rangka menyelenggarakan pemilu serentak secara efektif. Terlebih lagi, program pendidikan pemilih yang ekstensif perlu diadakan agar para pemilih sadar akan perubahan-perubahan di UU Pemilu yang dapat memengaruhi kesempatan mereka untuk mendaftar sebagai pemilih dan memberikan suara dalam pemilu. 
Masyarakat sipil dan aktivis pemilu telah lama menghimbau disusunnya satu UU pemilu yang dapat menyatukan empat UU terkait pemilu. Akan tetapi, UU Pemilu yang baru ini hanya menyatukan tiga UU, yaitu UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD, UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Meskipun UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak terpengaruh oleh UU Pemilu, pemerintah berharap UU tersebut dapat digabungkan ke UU Pemilu setelah Pemilu 2019.
Pembahasan RUU Pemilu dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPR yang terdiri dari perwakilan ke sepuluh fraksi yang ada. Meskipun para petinggi DPR dan pemerintah menghimbau agar RUU Pemilu disetujui dengan cepat, namun terdapat beberapa usulan di dalam rancangan yang menuai perdebatan sengit dan sangat menyita waktu, yang meliputii:
· Sistem Pemilu legislatif
· Ambang batas legislatif (parliamentary threshold)
· Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
· Besaran daerah pemilihan
· Metode penghitungan kursi
Ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu, yang dibahas lebih lanjut di bawah, mencerminkan terjadinya negosiasi a lot di antara berbagai fraksi di DPR yang memakan waktu berbulan-bulan. UU ini kemungkinan akan menghasilkan berkurangnya jumlah partai yang terwakili di DPR dari yang ada sekarang, yaitu 10 partai, akibat dinaikannya ambang batas parlemen dari 3.5% menjadi 4%,. Suatu perkembangan yang akan memiliki dampak besar terhadap kehidupan politik Indonesia yang dimulai pada tahun 2019.
Ketentuan-Ketentuan Utama dan Analisa
1. Penambahan Jumlah Kursi di DPR
Distribusi kursi yang ada di DPR saat ini menghasilkan beberapa wilayah dengan terlalu banyak perwakilan (misalnya Jawa dan Bali) dan kurangnya perwakilan beberapa daerah lain di DPR. Untuk mengatasi masalah ini, UU Pemilu menambah jumlah kursi di DPR sebanyak 15 dan mendistribusikan kursi-kursi baru tersebut di provinsi-provinsi yang sebelumnya kurang terwakili. 
Perubahan ini ditentang oleh koalisi masyarakat sipil, yang mengusulkan  pengalokasian ulang 560 kursi yang ada, atas dasar biaya untuk menyusun ulang alokasi kursi lebih ringan dibandingkan menambah kursi. Menurut studi oleh Indonesia Budget Center (IBC), yang adalah anggota dari koalisi masyarakat sipil, menambah 15 kursi DPR akan memakan biaya tambahan 59 miliar rupiah per tahun.
Akan tetapi, DPR menolak ide realokasi kursi, karena akan mengurangi jumlah kursi di sejumlah provinsi, yang tentu tidak disukai oleh warga dan anggota DPR yang mewakili  daerah-daerah tersebut. 
2. Sistem Pemilu Legislatif
Meskipun ada dorongan kuat dari beberapa partai politik  untuk kembali ke sistem  Proporsional Daftar Tertutup yang digunakan di Pemilu 2004,[footnoteRef:2] DPR memutuskan untuk mempertahankan sistem Proporsional Daftar Terbuka yang digunakan di Pemilu 2009 dan 2014.   [2:  Pendukung kembalinya ke sistem Proporsional Daftar Tertutup antara lain PDI-P dan Golkar, serta organisasi masyarakat sipil Kemitraan.] 

Meskipun pendukung sistem proporsional daftar terbuka lega karena para pemilih tetap memiliki peran kuat dalam memilih calon legislatif (caleg) dan bukan partai, para penentang sistem ini berargumen bahwa sistem daftar terbuka tampaknya berperan dalam peningkatan praktek politik uang dan terpilihnya para selebriti yang tidak berpengalaman dalam pelayanan masyarakat  atau pemerintahan sebagai caleg. Terlebih lagi, beberapa politisi telah menyatakan bahwa sistem Daftar Terbuka menumbuhkan persaingan sesama caleg dalam satu partai, yang nantinya dapat berdampak negatif pada kesatuan partai politik.[footnoteRef:3] [3:  Contoh kompetisi intra-partai dibahas di sini:
  http://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/08335631/pilih.sistem.pemilu.legislatif.tertutup.ini.alasan.golkar, meskipun tidak jelas seberapa banyak situasi demikian terjadi.] 

Draf awal yang diajukan oleh pemerintah mengusulkan sistem pemilu legislatif yang baru bernama “Sistem Proporsional Terbuka Terbatas”. Sistem tersebut, seperti sistem Daftar Terbuka saat ini, memungkinkan pemilih memilih caleg tertentu di daftar calon atau lambang partai tanpa menentukan pilihan pada calon tertentu. Akan tetapi, tidak seperti sistem Daftar Terbuka yang berlaku saat ini, caleg dengan suara terbanyak akan terpilih hanya jika jumlah suara yang dimenangkannya lebih banyak dari suara yang dimenangkan partainya. Jika jumlah suara partai lebih banyak, calon terpilih ditentukan berdasarkan urutan di daftar calon. Penentang sistem ini menganggap bahwa ini hanyalah sistem tertutup yang terselubung, karena sangat sulit bagi seorang calon untuk memenangkan lebih banyak suara dibandingkan partainya. Sistem ini juga berpotensi melanggar keputusan Mahkamah Konsitusi tahun 2004 yang menyatakan bahwa jika pemilih diberi kesempatan untuk memilih calon, maka calon dengan suara terbanyaklah yang harus mendapatkan kursi.[footnoteRef:4] [4:  Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008. ] 

Perdebatan mengenai sistem pemilu merefleksikan ketidakpuasan atas sistem pemilu yang ada, dan IFES memprediksikan bahwa perdebatan antara sistem daftar terbuka dan tertutup serta alternatifnya akan terus berlanjut.  
3. Ambang Batas Parlemen
Ambang batas parlemen adalah persentase suara sah nasional yang harus dimenangkan suatu partai untuk berhak mengikuti proses penghitungan kursi yang dimenangkan partai di satu daerah pemilihan yang berwakil banyak.
Ambang batas yang lebih tingggi mangakibatkan turunnya keterwakilan partai-partai kecil. Di sistem seperti Indonesia, yang terdiri dari banyak daerah pemilihan, ambang batas nasional juga menjadi hambatan bagi partai-partai yang hanya memiliki dukungan di daerah-daerah tertentu.[footnoteRef:5] Semakin tinggi ambang batasnya, semakin menguntungkan partai nasional besar. Ambang batas tinggi juga menghasilkan suara ‘terbuang’ (wasted votes), yaitu suara yang dimenangkan partai yang tidak mencapai ambang batas.  [5:  Perlu disebutkan bahwa UU Partai Politik telah memiliki peraturan, seperti syarat partai memiliki kantor cabang di 75% kabupaten/kota di tiap provinsi, yang membuat sulit atau tidak mungkin bagi partai daerah (kecuali di Aceh, yang ada di bawah aturan khusus, UU Pemerintahan Aceh 2006) untuk mendaftar sebagai partai politik di Kementerian Kehakiman dan Hak Azazi Manusia atau menjadi peserta pemilu.] 

Ambang batas parlemen pertama kali ditetapkan tahun 2009, yaitu 2,5%, yang kemudian dinaikkan menjadi 3,5% di pemilu 2014. Di rancangan awalnya, pemerintah mengusulkan ambang batas 5%. Disetujuinya ambang batas 4% ini kemungkinan hasil kompromi dengan partai-partai kecil yang takut akan dampak dari ambang batas yang lebih tinggi terhadap kesempatan menangnya di pemilu 2019.
Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pileg 2014 dan dampak ambang batas 3,5% terhadap hasil pemilu di DPR.
	
Tabel 1: Hasil Pemilu Anggota DPR 2014[footnoteRef:6] [6:  Data hasil pemilu 2014 selengkapnya dapat ditemukan di Buku Pemilu 2014 Dalam Angka KPU RI 
(tersedia di http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Buku_Pemilu_2014_Dalam_Angka_ACC_Upload.pdf.)

 
] 


	Partai
	% Suara Sah
	Perolehan Kursi

	Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI–P)
	18,95
	109

	Partai Golongan Karya (Golkar)
	14,75
	91

	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
	11,81
	73

	Partai Demokrat (PD)
	10,19
	61

	Partai Amanat Nasional (PAN)
	7,59
	49

	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
	9,04
	47

	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
	6,79
	40

	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
	6,53
	39

	Partai Nasional Demokrat (NasDem)
	6,72
	35

	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
	5,26
	16

	3,5% Threshold

	Partai Bulan Bintang (PBB)
	1,46
	0

	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
	0,91
	0

	Total
	100,00
	560


Sebagaimana terlihat di atas, perubahan ke ambang batas 4% menunjukkan langkah kecil, namun signifikan, ke arah partai besar dengan mengorbankan partai kecil.
4. Ambang Batas Presiden
UU Pemilu tetap mempertahankan ambang batas presiden yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan setidaknya 20% kursi di DPR[footnoteRef:7] atau 25% suara sah di pemilu legislatif sebelumnya.   [7:  Berdasarkan penambahan jumlah anggota tersebut, seorang calon harus didukung oleh partai atau koalisi partai  yang memiliki setidaknya 115 kursi di DPR (20% dari 575 kursi).] 

Mempertahankan pemberlakukan ambang batas presiden, yang didukung oleh pemerintah, adalah isu yang paling diperdebatkan di DPR, dan isu terakhir yang diputuskan oleh Pansus. Enam dari tujuh partai di koalisi pemerintah (dua partai terbesar, PDI-P dan Golkar, dan empat partai kecil menengah, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura) memilih mempertahankan ambang batas yang ada. Sementara itu, tiga partai menengah lainnya (Gerindra, Demokrat, dan PKS) didukung oleh satu partai dari koalisi pemerintah, PAN, serta banyak aktivis masyarakat sipil, menentang ambang batas presiden dengan alasan bahwa pemberlakuan ambang batas presiden pada pileg dan pilpres yang dilaksanakan secara serentak sebagai kebijakan yang tidak masuk akal, karena pencalonan capres dan cawapres akan bergantung pada hasil pemilu lima tahun sebelumnya.  
Di sisi lain, tidak adaya ambang batas dapat memperumit pilpres karena naiknya jumlah calon presiden. Di bawah UU yang lama, tidak mungkin ada lebih dari empat pasang calon, sehingga pemilih memiliki pilihan yang jelas dan mengurangi kemungkinan adanya calon yang tipis kemungkinan untuk menang (spoiler) serta pencalonan strategis lainnya.
Terlebih lagi, tidak adanya ambang batas akan membuka pintu bagi kandidat yang populis, yang  memiliki sedikit atau tidak memiliki hubungan sebelum pemilu ini dengan partai-partai besar. Ini akan merubah sistem yang ada ke arah yang lebih presidensil, dengan pemisahan yang lebih jelas antara presiden (eksekutif) dan badan legislatif.
Beberapa aktivis dan politisi berpendapat bahwa peraturan ini melanggar Pasal 6 UUD 1945 yang menyatakan bahwa capres dan cawapres harus dicalonkan oleh partai politik ‘peserta pemilu’ (di pemilu yang sama). Namun, sampai saat tulisan ini dibuat, baru 2 (dua) partai politik (Partai Idaman dan Partai Bulan Bintang) dan satu koalisi organisasi masyarakat sipil dengan dua warga negara yang telah mendaftarkan perkara uji materi atas pasal ini di MK.  Atas dasar alasan-alasan di atas, putusan MK atas perkara ini akan berdampak besar pada pelaksanaan pemilu 2019 dan situasi politik setelahnya. 
5. Besaran Daerah Pemilihan
UU Pemilu mempertahankan besaran dapil 3-10 kursi untuk DPR dan 3-12 kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam RUU, Pemerintah mengusulkan maksimal delapan kursi per dapil untuk mendekatkan calon terpilih dengan konstituennya. Akan tetapi, pengurangan kursi per dapil akan mempersulit partai kecil dan calon perempuan untuk memenangkan kursi. Ini juga akan mengurangi kesempatan petahana untuk dipilih kembali di dapil yang diperkecil, dan faktor ini tentunya menjadi pertimbangan untuk menolak usulan ini. 
6. Formula Penghitungan Kursi 
Formula penghitungan kursi digunakan untuk mengubah suara yang dimenangkan dalam pileg ke jumlah kursi yang didapatkan suatu partai dalam satu dapil. UU Pemilu mengganti formula penghitungan kursi yang semula menggunakan formula Kuota Hare (metode sisa terbesar) dengan formula Sainte-Laguë. Sainte-Laguë menghasilkan alokasi kursi yang lebih proporsional terhadap jumlah suara yang dimenangkan.[footnoteRef:8] Pemerintah awalnya mengusulkan formula Sainte-Laguë yang dimodifikasi dan lebih menguntungkan partai-partai yang memenangkan suara lebih besar. [8:  Berbagai formula pemilu ini dijelaskan di sini:  http://aceproject.org/ace-en/topics/es/electoral-systems-glossary. Dampak politiknya dibahas di sini: http://docshare04.docshare.tips/files/20682/206828300.pdf. ] 

Tabel berikut, yang menggunakan data dari Perludem, menggambarkan dampak berbagai formula penghitungan kursi dengan menggunakan perolehan suara dari pemilu 2014:
Tabel 2: Dampak Formula Pemilu pada Hasil Pemilu DPR 2014[footnoteRef:9] [9:  Analisa Perludem, termasuk di dalamnya analisa berbagai formula pembagian kursi lainnya , tersedia di rilis pers Perludem: http://perludem.org/2016/10/08/konversi-suara-menjadi-kursi/.   ] 

	Partai
	Kursi tahun 2014 (Hare Quota)
	Sainte-Laguë
	Sainte-Laguë Modifikasi (Pembagi 1,4)

	Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI–P)
	109
	110
	126

	Partai Golongan Karya (Golkar)
	91
	95
	111

	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
	73
	71
	83

	Partai Demokrat (PD)
	61
	62
	59

	Partai Amanat Nasional (PAN)
	49
	45
	35

	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
	47
	46
	46

	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
	40
	38
	32

	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
	39
	40
	27

	Partai Nasional Demokrat (NasDem)
	35
	36
	28

	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
	16
	17
	13

	  Partai Bulan Bintang (PBB)
	0
	0
	0

	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
	0
	0
	0

	Total
	560
	560
	560

	


Seperti dapat dilihat di tabel di atas, penerapan metode Sainte-Laguë Modifikasi akan menghasilkan keuntungan besar bagi partai-partai terbesar, sementara metode Sainte-Laguë konvensional memiliki hasil yang lebih proporsional.
7. Verifikasi Partai Politik
UU Pemilu mengatur bahwa partai yang dibentuk setelah Pemilu 2014 harus menempuh proses verifikasi KPU, yang memastikan bahwa partai memenuhi syarat di UU 2/2011 tentang Partai Politik, agar dapat menjadi peserta pemilu 2019. Namun, partai-partai yang  lolos verifikasi dalam Pemilu 2014 tidak perlu menempuh proses verifikasi lagi. Meskipun dapat dimengerti bahwa partai-partai yang sudah lolos verfikasi di Pemilu 2014 tidak ingin bersusah payah membuktikan ke KPU bahwa mereka memenuhi syarat, perlu diingat bahwa ketentuan serupa telah dibatalkan oleh MK sebelum Pemilu 2014. Dalam hal ini, MK menentukan bahwa semua partai harus menempuh verifikasi, kapan pun partai tersebut dibentuk. Sulit untuk melihat adanya perbedaan antara ketentuan isi UU yang baru dengan ketentuan yang dibatalkan oleh MK.
Saat ini 3 (tiga) partai baru telah mendaftarkan perkara terkait uji materi atas Pasal 172 tentang verifikasi partai politik di MK. Persidangan awal atas perkara yang diajukan salah satu partai, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah dimulai hari Selasa, 5 September 2017. Kemungkinan ketentuan verifikasi partai dibatalkan oleh MK dapat berdampak besar pada penerapan jadwal pemilu, karena pendaftaran partai dijadwalkan untuk dimulai pada bulan Oktober 2017. Jika isu ini tidak diselesaikan pada saat itu, proses verifikasi partai dapat tertunda dan berdampak pada kalender pemilu setelahnya. 
8. Badan Penyelenggara Pemilu di Aceh
UU Pemilu melakukan dua hal untuk menyelaraskan praktik penyelenggaraan pemilu daerah di Aceh dengan praktik nasional. Pertama, UU Pemilu mengurangi jumlah komisioner KIP Aceh dari tujuh menjadi lima, serta jumlah komisioner di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran KPU secara nasional. Kedua, UU Pemilu menghapus struktur ganda pengawasan pemilu di Aceh yang membingungkan, dengan menunjuk Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) sebagai badan tunggal yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu nasional. 
Meskipun langkah-langkah ini positif jika dilihat secara teknis, mereka juga membatalkan pasal-pasal yang mengatur hal yang sama di UU Pemerintahan Aceh tahun 2006. Reaksi awal dari Aceh menunjukkan bahwa beberapa pihak menganggap perubahan ini ikut campur yang tidak dapat diterima dalam otonomi Aceh dan pemerintah pusat dikritik karena tidak berkonsultasi dengan pemerintah provinsi Aceh sebelumnya. Pandangan ini menunjukkan sensitivitas masyarakat Aceh terhadap hal-hal yang dianggap menggerus status khusus Aceh yang diberikan melalui UU PA sebagai bagian dari perjanjian damai yang mengakhiri gerakan separatis di Aceh. Saat ini satu perkara uji materi terkait pasal-pasal di atas telah didaftarkan di MK oleh dua orang warga Aceh yang juga merupakan anggota DPR Aceh dan menunggu waktu penyidangan.
9. Kewenangan Baru Bawaslu Atas Politik Uang 
UU Pemilu memperkuat mandat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menangani politik uang, yakni sesuatu yang telah lama diadvokasikan oleh masyarakat sipil dan aktivis pemilu. Lebih khusus, UU Pemilu memberi Bawaslu kekuasaan untuk mendiskualifikasi kandidat yang diputuskan telah melakukan politik uang, kekuasaan yang Bawaslu peroleh dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017. 
Meskipun tindakan terhadap politik uang telah lama dibutuhkan, namun kalimat dalam ketentuan yang baru menimbulkan keraguan atas efektivitasnya. Seperti UU Pilkada, UU Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu hanya boleh mendiskualifikasi kandidat yang terbukti melakukan politik uang secara ‘masif, terstruktur, dan sistematis’, yang mana merupakan standar yang samar dan mempersulit Bawaslu dalam menjalankan kekuasaan barunya. Perlu dicatat juga bahwa Bawaslu tidak agresif menerapkan mandatnya pada Pilkada terakhir, sehingga tak satu pun tindakan hukum dilakukan, meskipun politik uang masih menjamur. Terlebih lagi, peraturan Bawaslu mewajibkan laporan politik uang dikumpulkan paling lambat 60 hari sebelum pemilu, padahal praktek politik uang kebanyakan dilakukan dekat menjelang hari pemilu atau bahkan pada hari pemilu.
Terakhir, terlepas dari standar samar ketentuan yang baru, penegakan hukum yang efektif membutuhkan komitmen upaya dan sumber daya yang signifikan dari Bawaslu. Saat ini, kapasitas Bawaslu untuk melaksanakan penyelidikan dan proses hukum yang memastikan keputusannya dapat diterima oleh pihak terkait dan publik sebagai keputusan yang tak berpihak dan beralasan masih diragukan. 
10. Pelatihan Saksi Partai Politik
[bookmark: _GoBack]UU Pemilu mencantumkan syarat agar Bawaslu merencanakan dan melaksanakan sistem pelatihan untuk saksi partai politik sebelum tiap pemilu. Sebelumnya, partai-partai bertanggung jawab atas pelatihan saksi masing-masing. Peranan ini akan menambahkan beban logistik dan finansial yang besar bagi Bawaslu, yang telah memiliki sejumlah tanggung jawab, dan memungkinkan partai menghindari biaya dan upaya yang signifikan untuk melakukan pelatihan mereka sendiri.
Terlepas dari beban keuangan dan logistik, aktivis masyarakat sipil mempertanyakan apakah pantas bagi Bawaslu untuk bekerja erat bersama partai dan kandidat yang seharusnya diawasi.
11. Inklusi Gender
Sebagai – negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan – Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW), Indonesia berkomitmen untuk -menerapkan partisipasi perempuan secara penuh dan setara dalam kehidupan politik. Sayangnya, UU Pemilu tidak banyak membantu dalam mewujudkan komitmen tersebut.
UU Pemilu memang mempertahankan pasal yang mensyaratkan sekurang-kurangnya satu perempuan di antara tiga calon legislatif di daftar caleg partai (setidaknya 30% dari total caleg). Akan tetapi, ketentuan ini tidak serta merta meningkatkan keterwakilan perempuan sejak mulai diterapkan tahun 2009. Hal ini sebagian dikarenakan sistem Daftar Terbuka yang memberikan kursi berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh caleg, dan bukan berdasarkan nomor urutnya di daftar partai, dan sebagian lagi dikarenakan partai-partai belum melakukan upaya khusus untuk merekrut dan mendukung calon perempuan yang berkualitas baik. Sebaliknya, partai-partai sering merekrut perempuan hanya untuk mengisi kuota dan tidak terlalu berperan dalam kampanye partai. Hasilnya, keterwakilan perempuan di DPR berkisar seputar 18% di dua siklus pemilu terakhir. 
DPR tidak mengadopsi ketentuan yang  diusulkan oleh masyarakat sipil untuk  meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, seperti zipper system murni yang mengatur nomor urut selang-seling antara caleg perempuan dan laki-laki di daftar calon (50% calon perempuan) atau menempatkan perempuan di nomor urut satu setidaknya di 30% dapil.
Sangat disayangkan juga bahwa DPR tidak menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat ketentuan tentang Penyelenggara Pemilu, dengan mewajibkan 30% keterwakilan perempuan sebagai anggota badan penyelenggara pemilu. Seperti dapat dilihat dalam proses seleksi KPU dan Bawaslu terakhir, pasal ‘mempertimbangkan sedikitnya 30% keterwakilan perempuan’ tidak berdampak signifikan terhadap keputusan DPR dalam proses seleksi, meskipun banyak kandidat perempuan yang memenuhi syarat.[footnoteRef:10] IFES beserta mitra masyarakat sipil meyakini bahwa partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu dapat memastikan terwujudnya kebijakan politik yang inklusif gender.  [10:  DPR memilih hanya satu komisioner perempuan dari tujuh komisioner KPU dan satu perempuan dari lima komisioner Bawaslu. ] 

12. Akses Pemilu
UU Pemilu mencantumkan ketentuan-ketentuan baru yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu. UU Pemilu menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi pemilih, calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif, dan juga penyelenggara pemilu. Penegasan formal akan hak mereka untuk berpartisipasi ini adalah sesuatu yang telah diadvokasikan oleh berbagai organisasi penyandang disabilitas. 
UU Pemilu juga menyatakan bahwa pilihan lokasi TPS haruslah mudah diakses. Meskipun ketentuan ini baik, tidak ada ketentuan tambahan untuk menerangkan arti ‘mudah diakses’. Terlebih lagi, akses bukanlah hanya masalah lokasi dan lingkungan TPS, tetapi juga fasilitas dan layanan yang disediakan  di TPS oleh KPPS. Dalam hal layanan, UU Pemilu menetapkan bahwa penyandang disabilitas boleh memilih orang untuk membantu mereka ketika memberikan suara. Hal ini sebelumnya sudah ditetapkan dalam PKPU, tetapi tidak dijamin dalam UU. Perubahan ini sesuai dengan komitmen Indonesia  yang telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD).
Pencantuman ketentuan ini merupakan suatu langkah maju dan bukti efektivitas upaya lobi organisasi-organisasi penyandang disabilitas selama ini, termasuk kehadiran mereka dalam sesi dengar pendapat pansus. Akan tetapi, masih banyak yang perlu dilakukan untuk menjamin akses penuh terhadap pemilu. Misalnya, UU Pemilu tetap mensyaratkan bahwa kandiidat dan penyelenggara pemilu harus ‘sehat jasmani dan rohani’, kata-kata yang dapat menghambat penyandang disabilitas, yang sering dianggap ‘tidak sehat’ oleh orang-orang yang memandang disabilitas dari sudut pandang medis. Syarat agar kandidat harus bisa berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia juga dapat digunakan untuk mendiskriminasi orang-orang dengan disabilitas tertentu.
13. Daftar Pemilih
UU Pemilu memberikan fleksibilitas lebih bagi KPU dalam mengelola daftar pemilih. Di pemilu-pemilu ke depan, KPU akan menggunakan daftar pemilih dari pemilu sebelumnya sebagai dasar, dan dibandingkan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk menentukan daftar pemilih. Sebelumnya, DP4 menjadi basis daftar pemilih, dan daftar pemilih pemilu sebelumnya dijadikan pembanding. Karena data KPU lebih akurat dan mengandung hasil verifikasi lapangan, cara yang baru akan menghasilkan finalisasi yang lebih cepat dengan lebih sedikit kesalahan, data ganda, dan data terhapus di daftar pemilih. 
UU Pemilu juga mencantumkan ketentuan baru, yang telah ada dalam UU Pilkada, bahwa pemilih harus memiliki e-KTP untuk dapat termasuk dalam daftar pemilih. Beberapa pakar telah menyatakan kekhawatiran bahwa peraturan ini dapat membuat pemilih yang karena satu atau lain hal belum proaktif mendaftarkan e-KTP atau memeriksa namanya di daftar pemilih kehilangan hak pilihnya. 
Memang, dalam Pilkada 2017, banyak pemilih yang memenuhi syarat baru mengetahui bahwa mereka tidak dapat memilih karena tidak memiliki e-KTP di hari pemilu. Untuk mencegah masalah ini terjadi lagi, KPU perlu bekerja sama dengan Kemendagri untuk memastikan proses pendaftaran dan penerbitan e-KTP selesai tahun 2019 dan masyarakat sadar akan ketentuan untuk memiliki e-KTP agar dapat memilih.
14. Keuangan Pemilu/Kampanye 
UU Pemilu kebanyakan mempertahankan sistem yang telah ada dalam pengaturan keuangan kampanye, yang telah terbukti tidak efektif dalam mengontrol atau menghasilkan transparansi terkait peran uang privat dalam pemilu. Perubahan yang paling signifikan adalah peningkatan batas sumbangan dana kampanye dari perorangan dan badan hukum ke partai politik dalam Pemilu legislatif dan calon anggota DPD serta calon presiden/wakil presiden, sebagai berikut:
· Batas sumbangan untuk partai politik ditingkatkan dari 1 miliar rupiah menjadi 2,5 miliar rupiah untuk donor perorangan, dan dari 7,5 miliar rupiah menjadi 25 miliar rupiah untuk badan hukum. 
· Batas sumbangan untuk calon DPD ditingkatkan dari 250 juta rupiah menjadi 750 juta rupiah untuk donor perorangan, dan dari 500 juta rupiah menjadi 1,5 miliar rupiah untuk badan hukum. 
· Batas sumbangan untuk capres/cawapres ditingkatkan dari 1 miliar rupiah menjadi 2,5 miliar rupiah untuk donor perorangan, dan dari 1 miliar rupiah menjadi 2,5 miliar rupiah untuk badan hukum. 
UU Pemilu juga menghapus ketentuan di UU sebelumnya yang mewajibkan partai politik melaporkan donasi yang melebihi batas ke KPU dan mengembalikan kelebihannya ke Kementerian Keuangan. Sulit untuk mencari pembenaran atas perubahan ini, yang hanyalah memperlemah sistem pengaturan keuangan kampanye yang sudah lemah. UU Pemilu juga tidak menanggapi usulan masyarakat sipil untuk menetapkan batas pengeluaran kampanye. 
15. Proses Pemungutan dan  Penghitungan Suara 
UU Pemilu mengarusutamakan proses rekapitulasi (penyatuan hasil dari berbagai TPS) dengan menghapuskan tahap rekapitulasi di kelurahan/desa (PPS) dan mengirimkan kotak suara langsung ke tingkat kecamatan (PPK). Perubahan ini seharusnya memperpendek waktu rekapitulasi, dan memungkinkan KPU menetapkan hasil penghitungan lebih cepat. Dengan menghapus satu tingkat proses penghitungan, sistem baru ini juga dapat mengurangi risiko kecurangan atau kesalahan. Meskipun perubahan ini tampaknya positif, KPU akan perlu mengambil langkah untuk melaksanakan tanggung jawab tambahannya, seperti menyediakan fasilitas penyimpanan tambahan, mempekerjakan personel keamanan tambahan, dan mempekerjakan dan melatih petugas rekapitulasi tambahan. 
Akhirnya, perlu dicatat bahwa UU Pemilu tidak memperkuat KPU untuk bergerak menuju pemungutan suara elektronik (e-voting), seperti yang telah diadvokasikan oleh beberapa pihak. IFES dan rekan-rekan masyarakat sipilnya telah menyatakan bahwa e-voting tidak diperlukan, mahal, dan mengalihkan perhatian dari isu-isu pemilu yang lebih penting, salah satunya pengembangan sistem rekapitulasi perolehan suara secara elektronik.
Kesimpulan
Meskipun UU Pemilu memiliki beberapa kelemahan, UU ini tetaplah menunjukkan langkah ke depan. UU ini menyediakan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk pemilu serentak presiden dan legislatif yang pertama tahun 2019. UU ini juga menjawab berbagai isu teknis yang telah menjadi masalah di masa lalu, seperti kurangnya kejelasan akan siapa yang memiliki kewenangan untuk mewakili partai politik ke KPU.
Menggabungkan tiga bagian utama UU kepemiluan menjadi satu UU Pemilu telah menghapus beberapa ketidak konsistenan istilah dan praktik yang dulu membuat kerangka hukum yang ada sulit dipahami dan diterapkan. 
Terakhir, seperti disebutkan di atas, ambang batas parlemen sedikit menguntungkan partai-partai besar, yang dapat menghasilkan lebih sedikit partai yang terwakili di dalam lembaga legislatif mulai tahun 2019. Akan tetapi, efek ini kemungkinan lebih kecil terjadi jika usulan pemerintah mengenai ambang batas dan rumus penghitungan kursi disetujui.   
Dalam konteks kerangka hukum Indonesia, pendapat di atas tentu saja bisa diperdebatkan. Ketentuan yang merugikan partai kecil dapat menghasilkan parlemen dengan lebih sedikit partai, yang artinya sebagian pemilih yang mencoblos tidak terwakili. Di sisi lain, lembaga legislatif dengan lebih sedikit partai dapat bekerja lebih efektif. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga legislatif banyak dianggap terpecah dan tidak produktif, sering kali tidak berhasil mengesahkan berbagai UU yang penting. Pengurangan jumlah partai dapat membuat lembaga tersebut lebih kohesif dan produktif. 
Meskipun penerapan UU Pemilu adalah langkah yang penting, ini bukanlah akhir proses pembaruan hukum pemilu. Dalam jangka dekat, kemungkinan akan terjadi perubahan terkait hasil uji materi di MK terhadap ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan verifikasi partai politik. Untuk jangka panjangya, tantangan sistemik yang rumit, termasuk kebutuhan aturan yang terkait pembaruan keuangan kampanye dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang lebih efektif akan memerlukan perhatian yang lebih.
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